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Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukkan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukkan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang

Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pembentukan Desa Persiapan Seteluk Rea di Kecamatan Seteluk
Kabupaten Sumbawa Barat.

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI SUMBAWABARAT,

PEMBENTUKANDESA PERSIAPAN SETELUK REA

DI KECAMATANSETELUK KABUPATENSUMBAWABARAT

TENTANG

NOMOR 49 TAHUN 2021

PERATURANBUPATI SUMBAWABARAT

PROVINSI NUSA TENGGARABARAT

BUPATI SUMBAWABARAT

Mengingat

Menimbang



Dipindai dengan CamScanner

2

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nornor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

ten tang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 110 Tahun 2016

ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerin tah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut as as otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari

Daerah kabupaten /kota yang dipimpin oleh carnat.

6. Carnat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecarnatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dati Bupati/Walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pen elenggaraan

tugas urnurn pemerintahan.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA

PERSIAPAN SETELUK REA or KECAMATAN SETELUK

KABUPATENSUMBAWABARAT

Menetapkan

to. cr tur n Dncr h Nomor 27 Tahun 2006 tentang

P .mh ntuk 0, P nggnhunp n dan Penghapusan Desa

(L mbaran DEl rah Kabupaten Surnhawa Baret Tahu n 2006

Nornor 27, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten

Surnbawa Barat Tahun 2006 Nomor 42).
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Desa Persiapan Seteluk Rea terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Selayar,

Dusun Pamongo dan Dusun Bda Rea dengan batas-batas sebagai berikut:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano dan
Desa Senayan Kecarnatan Poto Tano;

Pasal3

Deng n Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Seteluk Rea sebagai

pernekaran dari Desa Seteluk Tengah di Kecarnatan Seteluk Kabupaten Sumbawa
Barat.

Pasal 2

BAB II

PE~IBENTUKAN. CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH

L.

kr-terw kil n wilav h dan ditetapkan secara demokratis.

p n dalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang

ipersi pk n unt uk dibenruk menjadi Desa baru.

n Pend p t n dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes

id lah rene na keuangan rahunan pemerintahan desa ) ang dibahas dan

diset ujui bers rna oleh pernerintah desa cian Badan Permusyawaratan Desa

dt n iretapkan dengan Peraturan Desa.

11.

nya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

~t"l.\t\iutny disebut Desa. ndalah kesatuan masyarakat hukum yang yang

tnt miliki l " tas wilnyah y, ng berwenang untuk mengatur dan mengurus

\ russ n ~ern rintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan

prnknrs: rn sy rakat. hak asal usul, darr/atau hak tradisional yang diakui

inn Ell rm ti d lam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

n i nesin.

~. l\'H\t riot h 0 Desa ndalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepenting: n runsy rakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

1,t'S!tut n Re~ IIblik Indonesia,

Peruerint h Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

i antu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

I). n an Permusy r t n D sa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut

dc'ng, n ru m lain adalah lernbaga yang rnelaksanakan fungsi pemerintahan

-s dun d(,SR ndat atau yang disebut dengan nama lain,I,
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Pasa16

(I) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 berasal dan

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan

persyaratan:

a. memahami bidang kepemimpinan clan teknis pemerintahan;

b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan
dengan riwayat pckerjaan; dan

c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnva
bernilai baik.

Pasal5

Pernerintahan Desa Persiapan Seteluk Rea dilaksanakan oleh Penjabat Kepala

Desa Yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bagian Kesatu

BABlll

PEMERINTAHANDESA

Pasa14

~n-.. n iibentuknva Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dirnaksud

. wilayah De sa Seteluk Tengah dikurangi dengan wilayah Desa

Ink Rca scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 3.

'H ~t. an. p nC'g, S'Ul dan pengesahan batas wilayah Desa Persiapan

dil ikukan sesuai peraturan perundang-undangan setelah

iit ~t:l.~ k n ruenjadi Desa definitif.

1. s 1 '1 ih ~ 1 t H\ 1 ' h u , \1\ dr-n \l1 I c. ( Tnpir 1\ camruan Seteluk;

l' HI rhnt \Sf 1\ dt'ng 10 I cs: l lul T ingah I<ecamatan

s -t -luk: Inn

L ~ '1 • nl u u 1erbat \S .n cl ng n Desa Mantar Kecarnatan Poto Tano.

h 'S Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada

H::-nmb rk n lalam pt. \\ ilayah sebagaimana tercantum dalam

1\ Y In:--. ruerup kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

1 nri ini.
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(1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki

kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan

tugas:

a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari

APBDesa Desa induk;

c. pembentukan struktur organisasi Pemerintah Desa;

d. pengangkatan perangkat Desa;

e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonorni, inventarisasi

pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan

kesehatan; dan
h. pembukaan perhubungan antar Desa.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabat

Kepala Desa rnelakukan kegiatan:

a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa dengan

mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan untuk

disampaikan kepada Kepala Desa induk; dan

b. ikut serta dalam pembahasan APBDesa Desa induk.
6

Pasal 7
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam PasaI 5 berasal dari

Perangkat Desa dari Desa Seteluk Tengah yang berdomisili di wilayah Desa
Persiapan Seteluk Rea.

(2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya

tidak sesuai kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat
Perangkat Desa.

(3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh

Bupati setelah menerima surat Gubemur yang memuat kode registrasi
Desa Persiapan Seteluk Rea.

(3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAGIANIV

PELAPORANDANEVALUASI

Pasall0

(1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 melaporkan

perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea secara berkala setiap

6 (enam) bulan sekali kepada:

a. Bupati melalui Camat Kecamatan Seteluk; dan

b. Kepala Desa Seteluk Tengah.

(2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas

Penjabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1).

Bagian Kedua

BPD

Pasal9

(1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Seteluk Rea yang

menjadi kewenangan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD Seteluk Tengah

yang berdomisili di Desa Persiapan Seteluk Rea.

(2) Dalam hal tidak ada Anggota BPD Seteluk Tengah yang berdomisili di Desa

Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan

fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Seteluk Rea yang menjadi

kewenangan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD Seteluk Tengah sampai

dengan terbentuknya BPD setelah Desa Persiapan Seteluk Rea ditetapkan

menjadi Desa defmitif.

(3) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara

demokratis sesuai peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Kepala Desa induk.

1
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BABV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional

Desa Persiapan Seteluk Rea bersumber dari APB Desa Seteluk Tengah.

(2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak

30% dari APB Desa Seteluk Tengah.

(3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa

Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu

dibiayai dari APB Desa Seteluk Tengah pembiayaannya dibebankan kepada

APBDKabupaten Sumbawa Barat.

(4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Seteluk Rea

yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumbawa Barat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui APB Desa

Seteluk Tengah.

BABIV
PII MBINAAN DAN PENOAWASAN

Pasal 11

(1) Bup ui melalui Pcrangkat Daerah yang mernbidangi Pemerintahan Desa

dnn/ tnu Carnar mclakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

p nv '1.nggaraau Pcrncrintahan Desa Persiapan Seteluk Rea.

() I .mbinann dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dilaksannkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(,) 1. ipornn hn~il lwl1 h nunnn l11gtW I cnjnhnt Kepaln Desa sebagaimana

lim ik: ud I HI \ \)'Ill (2) men.lndi bnhnn evnlu tli 1<.lnyaknn Desa Persiapan

~l·t(·tul, l\l' lilu-ntuk tlwlljndi I can dcfinitif.
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Ditetapkan di Taliwang

I·~ada tangg _ ~~ 'F') .uc 2021
BU iTlSU~BA.wA ARAT, I)1/ / ,',., 'J

~

'QJ/~Il, '/' ,I'" )_~. !'!
Q/)./ " II
,~\ \,' ,i I:

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH~~:ttT~I1S~~B WA BARAT,

" ',! - ' \_, . _,' I; ",
j i

NURMANSYAH
,11 • I

AERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
Baret.

Pasal 13

P turon upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

nA VI

rETENTUI\N PENUTUP

/
-
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